LEMBARAN DAERAH
¥| KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG _

Nomor ¢ 9 Tahun 1991 Berie t D 3 Nomer : 9 ’
N ==

PERATURAN DAERAIl KADUPATEN DAERAII TINGKAT IT MAGCLANG °
NOMOR 5 TAIUN 1991

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN DAERAII TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT MAGELANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daym gu
=, na dan hasil guna pelaksanaan tugas 0%

- o inns Pendapatan Daerah perlu mengndakan

- i . _ 'kaji ulang terhadap Susuman Organisasi

-+ ¢ dan Tata Kerja Dinas Pendapetan Dacrah ;

b. bahwa dengan beralihnya sistim pengelola
] s an keuangan daerah dari sistim Mapenda
f —.  menjadi Mapatda, maka dipandang perlu

f:" ‘o= 77 untuk menyempurnakan Susunan Organisasi
2 |/ dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah
L2 57 ' dimaksud ;

E ~! . &, bahwa sehubungan dengun hal tersetut, ma
«J . ka dipandang perlu untuk umeninjau kemba
She l:: = 14 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
- ' Tingkat II Magelang Nomor 2 Tghun 1981
} L tentang Susunan Organisasi dan Tata Ker
e | ja Dinas Pendapatan Daerah dan selanjut
nya menerbitkan Poraturan Daerah yung

baru,
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Undang-undong Womor 5 Tahun 1974 tentang
Pokolk=polok Pemerintahan di Doerah ;

Undang=undans Nomor 13 Tahun 1950 jo. Fe
raturan Pemerintah Nowor 32 Tahun 1950
tentang Pemtentukan Daerah~dacrah Kabupa
ten dalam Lingloanpgan Propinsi Jawa Te

ngah j
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 ten
tang Pajak Duri dan Bangunan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3632
Tahun 1977 tenteng Pedoman Penbuztzn
atuu 3usunan Orecanisasi dan Teta Kerjo

- Dines Daerah ;

5

Keputuson Menteri Dalem Negeri llomor 973
=442 Tahun 1988 tentong Sistim dan Pro
sedur Perpajakan. Retribusi Daerzh dan
Pendapaton Daerah lainnya serte Pemungut
an Pajak Dumi dan Bangunan di 99 Kabupa
ten/Kotamadya Deerah Tingkat IT ;

Keputusan Menteri Dalom Negeri Nomor 23

‘Tahun 1989 tentang Pedowan Organisasi-

dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerch
Tingkat IT.

Dezan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu
pa'n Daerah Tingkat IT Magelang.

MEMUTUSKAN

Men-apkar + PERATURAN DAERAI KABUPATEN DAERAH TINGKAT
IT MAGELAMG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN

TATA KERJA DINAS YENDAPATAN DAERAH KABUPA
TEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

Dipindai dengan CamScanner
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BB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini ynng dimaksud dengen @
a. Daorah adalah Kabupaten Duerah Tingkat IT Magelang ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Doerah
Tingkat II Magelang ;

¢. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat i1
Magelang ;

d, Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Dae
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ; :

e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapaten Daerch
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

f. Unit Penyuluhan adalah Unit Penyuluhan Dinas Fenda
patan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendapatan Dacrah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

h, Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Telknis
Dinaes Péndapatan Daerah Kabupaten Daerat Tingkat II

Magelang.

mp II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

(1) Dinas Pendapatan Daerah adalah Unswr Pelaksana Pe
merintah Daerah di Bidang Pendapatan Daerah ;

(2) Dinas Pendapatan Daerah di Pimpin oleh seorang Kepa

la Dinas yang berada dibawah dun bertanggung jawab
kepada Kepala Daerah,
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Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah moempunyoi tupgos melaksana
kan sebagian urusan rumat tangpn daerah dalam bidang
Pendapatan Daerah dan tueans=tupns lalnnya yang diseroh
kan oleh Kepala Daerah kepadanyu.

Pagal 4

Untuk menyelenggarcekan tvgas sebagaimana tersebut
Gzlam Pasal 3,Dinas Pendapatan Daerah mempunysi fungsi:

a. melakukan perumusan kebijnksanoan teknis pemberian
bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan ‘ugas
tugas lain yung diserahlan oleh Kepala Daerah kepada
nyz sesuai dengrn Peratvran Perundang-undangan yang
berlaku ;

b. melakukan penflaftaran dan pendatoan wajib pajak dae
rah dan wajib retribusi daerah ;

c. tembantu melakukan pekerjean pendataan obyek dan su
byek Pajak Bumi den Bangunan yang dilakukan oleh Di
»ektorat Jenderal Pajak/Direktorat Pajak Bumi dan Ba
ngunan dalam hal menyampaikan dan menerima kembali
8urat Pemberitahuan Obyek Pajuk (&POP) wajib pajak ;

d. nelakukan penetapan besarnys Pajok Daerah dan Retri’
busi Daerah ;

e. mémbantu men ikan surat pemberitahuan Pajak ter
hutang (SPPT;, Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ta
gihan Pajak (STP) dan sarana administrasi Pajok Bumi
dan Bangunan (PBB) lainnyn, yang diterbitkan oleh Di
rektorat Jenderal Pojak, kepada Wajib Pajak serta
membantu menyampailan Haftar Himpunan Pokok Pembayar
an ( DHPP ) Paja¥ Bumi dan Bangunan yang dibuat oleh
Direktorat Jenderal Pnjak kepada Petugas Pemungut Pa
jak Bimi dan Cangunan yang ada dibawah pengawasannya

f. melakukan pembukucn dan penyusunan laporan atas pe
mungutan dan penyeboran Pajak Daerah, Retribusi Dae
rah serta Pendapatan Dgerah lainnyn ;
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g. melakukan koordinasi dar pengawhsan utﬁa peka?jﬁnn
penagihan Pajak Dacerah, Retribusi Daerah dan Peneri
maan Asli Dacrah lainnya, serta penagilian Pajok Dumi

dan Bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan
kepada Dacrah ;

h. melakukan tugas perencancan dan pengendalian operasi
onal di bidang pendotoan, penctapan dan penag Pa
jak Daerah, Retribuei Daorah, Penerimaan Asli Daerah

dan Pajak Dumi dan Dangunan j

i. melakukan penyeluhan mengenai Pajak Daerah, Retribu
si Daerah dan Pendapatan Daergh lainnya serta Pajak

Bumi dan Dangunan j
j. melakukan urusan Tata Usaha.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5
Susunan Orgenisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sub Bagian Tata Usaha; .

¢. Seksi Pendaftaran dan Pendataan

d. Seksi Penetapan;

e, Seksi Pembukucn dan Pelaporan;

f. Seksi Penagihan;

ge. Scksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
h, Unit Penyuluhan. :

Pasal 6

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyal tugas wewberikan pe

layanan administrasi kepada seluruh satuan oeganisa
8i dalam Lingkungan Dinns Pendapatan Daerah ;
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2) Sub Bagian Tata Usaha 1ipimpin oleh ‘seorang Kepala
(2) Sub Ilngian Tata Uscha yang berada dibawah dan ber

tanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Fasnl 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut
daloam Pasal 6, Sub Bagian Tate Usaha mempunyal fungsi:

a. melakukan urusen wawn ;

b. melakukan urusan kepegawaian ;

¢. melakukan urusan perawatan dan perlengkapan j
d. melakukan urusan kevgugan ;

Pasal O
Sub Bagian Tata Usaha terdiri :

a. Urusan Umum ;
b. Urusan Kepegawaian ;
¢. Urusan Keuangan,

Fasal 9

(1) Urusan umum mempunyai tugas melsksanakan urusan su
rat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran

gaji pegawai dan parjalanan dinas, serta pengadaan
dan pemeliharaan perlenglapan j

(2) Urusan Kepegawaian mempunvai tugas melaksanakan pe
ngelolaan kepegawaian ;

(3) Urusan Keuangnan mempunyai tugns melaksanakan penge
lolaan keuangan.

-

Pasal 10

(1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas me
laksanaokan kegiatan pendaftaran dan pendataan wa
Jib Pajak Daerah dan wajib Pajak Retribusi Daerah
serta pendataan Obyek Pajak Daerah dan Obyek Retri
busi Daerah dan rembantu melakukan pondataan Obyek

dan Subyek Pajak Buni dan Bangunan yang dilaksana-
Kan oleh Direktorat Jenderal Pajak ; .o
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(2) Seksi pendaftaran dan pendataan dipimpin oleh seo
rang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertang

gung jawab langsung kepada Kepala Dinas,

Pasal 11

Untuk meﬁyulﬁnggamknn tugns sebagaimana ter_'séh.lt
dalam Pasal 10 seksi Pendaftaran dan Pendataan mempu

nyai fungsi :

a, melakukan pendaftaran Wajib Pajok Daerah dan Wajib
Retribusi Daerah melalui formulir pendaftaran gserta
menghimpun dan mengelola data Obyek dan Subyek Pajak
dan Retribusi Daerah, melalui formulir 8urat Pemberi. -
tahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atae
tembusan surat dinas dari Instansi lain ; .

b. menyusun daftar induk Wajib Pajok dan Retribusi Dae
rah, menyimpan Surat Perpajakan dan Retribusi Daerzh
yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan ;

c. membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pa
jak, Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitken cleh
Direktorat Jenderal Pajak, kepada para Wajib Pajak _
serta menerima kembali isian osurat Pemberitabuan
Obyek Pajak tersebut dari para Wajid Pajak.

Pasal 12

Seksi Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari :

a. Sub Seksi Pendaftaran ;
b, Sub Seksi Pendataan ;
¢, Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan data.

Pasal 13

(1) Sub Seksi Pendaftaran mempunyai tugas mendistribusi
kan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang
telah diisi oleh Wajib Pajak dan Retribusi Daerah
mempuat laporan tentang formulir pendaftaran Wajib
Pajak dan Retribusi Daerah yang belum diterimm kenm
bali, mencatat nama dan alemat Calon Wajib Pajak
dan Retribusi Dgerah dalam formulir pendaftaran Wa .
jib Pajok dan Retribusi Daerah, menetapkan Nomor

Pokok Wajib Pajak Daerah (NFPWPD) ;
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(2) Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas menghimpun, me
ngelola dan mencatat data Obyek dan Subyek Pajak
dan Retribusi Daerah,melakukan pemeriksaan lapangan
/lokasi dan melaporkan hasilnyn serta membuat daf
tar mengenai formulir Surat Pemberitahuan yang be
diterima kembali ;

(3) Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai’
tugas membuat dan memelihara Daftar Induk VWajib Pa

jak dan Retri%usi Daerah, memberikan Kartu Pengenal
Nomor Pokok Wajib "ajok Daerah, menyimpan arsip su
rat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan
dengan pendaftaran dan pendataan, membantu menyam-
paikan Surat. Pemberitahuan Obyek Pajak Pajak Dumi
dan Bangunan kepada pora \lajib Pajak serta menerima
kembali isian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Pajak
Bumi dan Rangunan yang diterbitkan oleh Direktorat

Jenderal Pajak.

Pasal 14

(1) Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penghi
tungan dan Penetenan Jumlah Pajak dan Retribusi Dae

rah yang tephuteng serta menghitung besarnya angsur
an atas Permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerzh
serta menatausahakan jumloh ketetufan Pajak Bumi
dan Bangunan yang penagihannya dilimpahkan kepada
Daerah, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhu
tane dan daftar himpunan pokok pembayaran pajak Bu
mi dan Bangunan ;

(2) Seksi Perstapan di Pimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada dibawah dun bertangpung jawab langsung
kepada Kepala Ninns,

Pnsal 15
Untuk menvelenzgarakan tugas sebagaimana tersebut-
dalam Pasal 14 3eksi Penetapan mempunyai fungsi :
a., melakukan penghitungan Penetapan Pajak dan Retribusi
Daerah ;

b. melakukan penghitungan jumlah angsuran pemungutan/
pembayaran/menyetoran atas Permohonan Wajib Pajak
dan Retrirusi Dnerah yang disetujui ;
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C. menerbitken dan mendistiribusikan certa menyimpan ar
sip Surat Perpajakan don Retribusi Dacrah yang berka
itan denpan Penctapan ;

d., membantu melakukan penerimnan Sural Pemberitahuan Pa

jak terhulang Pajok Dumi dan Bangunan..beserta daftar
himpunan Pokok Pembayuran Pajuk Buwmi dab Bangunan
dan Dokumen Pajak Dumi dan Dangunan leinnys yang di
terbitkan oleh Direkterat Jenderal Pajak serta men
distribusikan kepada p.ra Wajib Pajok dan Kepola Ins

tansi lain yang terkait.

Pasal 16
Seksi Penetapan terdiri dari :

a. Sub Seksi Penghitungan ;
b. Sub Seksi Penerbitan Jurat Ketetapan.;
¢. Sub Seksi Angsuran.

Pasal 17

(1) Sub Seksi Penghitungan mempunyai tupas melaksanckan
penghitungan penetapan,penetapan secara jabatan,dan
penetapan tambahan Pajak dan Retribusi Daerah;

(2) Sub Seksi Penerbitan Surat : . 1 mempunyai tu
gas menerbitkan Surat Kebetapan Pajak, Surat Kete
tepan Retribusi (SKR),Surat Perjanjian Angsuran dan
Surat-surat Ketetapan Perjanjian lainayen serta men
distribusikan dan menyimpan arsip Surat Perpajakan
dan Retribusi Daerah serta membantu Direktorat Jen
deral Pajak dalam melakukan penyampaian dan penyim
panan arsip Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pa
jak Bumi dan Bangunan serta Pajok Bumi dan Bangunan

lainnya ;

(3) Sub Seksi Angsuran mempunyai tugas uenerima surat
permohonan angsuran, menylapkan Surat Perjanjian

Angsuran dan Surat Penolakan Angeuran tentang Pemu
ngutan/pembayaran/penyetoran, Pajok dan Retribusi

Daerah.
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Pasal 18

(1) Suksi Pewbukuan dan Pelaroran mempunyai tugas melak
sanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi
penerimaan dan tunggakan Pajuk dan Retribusi Daerah
dan Pajak Dumi dan Bangunan serta pengelolaan Bernda
berharga ;

(2) Seksi Pembukuan dan Peluporan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang beroda di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepadalKepala Dinas,

Fasal 19

Untuk menyelen akan tupas sebagaimana tersebut
dolem Pasal 18 Sakgﬁambuhmn dan Pelaporan mempunyal

fungsi @

a. Delakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerima
en dari pemnputan/pembayeran/penyetoran Pajak dan
Tetribusi Daerah kedalam I"artu Jenis Pajak dan Retri
msi Dmerah dam Kartu Wajib Pajak dam Retribusi™ Dae
“ah serta kedalam Kartu Pengawnson Pojok Bumi dan Be
reunan (KPPBB) & Daftar Himpunan Pokok Pembayaran ;

b. melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengelu
aran Benda Berharga serta penerimaan uang dari ha
sil pemngutan benda berhorga kedalam Kartu Persedia
an penda berharga ; .

¢, menylapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggak
an pemngutan/pembayaran/penyetoran Pajak dan Retri
busi Deerah, realisasi penervimaan, pengeluaran dan
sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwvu
lanan dan tohunan serta wenlisasi penerimaan dan
tunggokan Pajolc Bumi dan Bangunan.

Fasal 20

Seksi Pembulkuan dan Pelaporan terdiri dari :

a. Sub Seksi Pembukuan Penerimaan ;
b, Sub Seksi Peumbuluan Persediaan ;
c. Sub Seksi Pelaporen,
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Pasal 21

(1) Sub Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas mene
rima dan mencatat suma surat Ketetapan Pajak dan
Surat Ketetapan Retribusi dan Surat-surat Ketctupan
Pajak lainnya serta surat pemberitahuan Pajok terhu
tang Pajak Bumi dan Bangunan, menerima don mencatal
semua surat ketetapan puiuk dan purat ketetapan re
tribusi serta suratesurat ketotapan pajak lainnyn-

yang telah dibayar lunas dan mencatat peneri
pembayaran/penyetoran pajak buwi dan bangunan serta
menghitung tunggakannya ;

(2) Sub Scksi pembukuan Persediaan mempunyai tugas wene
rima dan mencatalt Tanda Terima Benda Eﬁrharga,ﬂukti
Penerimaan Benda Berharga, bukti pengeluaran/pengan
bilan benda berharga, penerimaan uang hasil pemu
ngutan dengan benda berharga serta menghitung dan
merinci sisa persediaan benda berharga ;

(3) Sub Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan la
poran periodikal mengenai realisasi penerimaan dan
tunggakan pajak den retribusi daerah serta pajek ta
mi dan bangunan,menyiapkan laporan berkala mengenai
realisasi penerimaan dan persediaan benda berharga.

Pasal 22

(1) Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan pena
gihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah
jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan ban
ding serta mengumpulkan dan wengolah data sumber-
sumber penerimaan daerah lainnya di luar Pajak Daer
rah dan Retribusi Daerah j;

(2) Seksi Penagihan di Pimpin oleh seorang Kepala Seksi

g berada dibawah dan bertan awvab langsu
i:gada Kepala Dinas, . ggung J -

Pasal 23

Untuk panyulang%runn tugas sebaganimana tersebut
dalam Pasal 22 Seksi Penagihan mwempunyai fungsi :

Dipindai dengan CamScanner
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a. melakukan kegiatan penarihan pajok dan retribusi dae
. rah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

b, melakukan pelayanan keherntan den permohonan banding
sesuai dengan batas kewenangannya j

¢. mengumpulkan dan mengelola data sumber=sunber peneri
maan lainnyn diluar gﬁjuk' den retribusi daerah.

Pasal ?4

Seksi Pemgﬂlﬁn terd.Lri dari :

a. Sub Seksi Penagihan ;
b, Sub' Seksi Keberatan ;
c. Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber-sumber lain,

Pasal 25

(1) Sub Seksi Penagihan mempunyai tugus menylapkan dan
pendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi

yang berhubungan dengar penagihan ;

(2) Sub Seksi Keberatan mempunyai tugas menerima dan me
layani surat keberaton den surat permohonan banding
-atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah,ue
nyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan
dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke-
Majelis Pertimbangan lajiak (MPP) ; '

(3)- Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber-swaber lain
mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data sun

ber-sumbci pencrimaan lainnya diluar pajak dan 1¢
tribuei daerah sesuail dengan Peraturan Perundang-u:

dangan yang bherle'tu.
Pasal 26

(1) Seksi Perencansuin dan Pengendalian Operasional mem
punyai tugas mclaksanakan penyusunan rencana, pemnbi
naan teknik pemmputon, pewantauvan, penggelian dan
‘peningkatan Pendapatan Daerah ;

(2) Seksi Perencanuan dan Pengendelian Operasional di
Pimpin oleh ecorang Kepala Seksi yang berada diba
E:;h dan bertanggurg jawab langsting kepada Kepala

nns.
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Pasnl 27

Untuk manyulenggnmknn tugne sebagainona tersetut
* dalam Pasal 26 Seksi Pereneanann dan Pengendalian Ope
rasional mempunyai fungel @

a, melakukun perencanaan pendapatan daerah yang boersun
ber dari Pajak Daerah,Retribuei Daerah dan Perdapat
an Daerah lainnyn serla darl pajak buni dan bangun
an, melakukan pembinaan teknik operasional, birbing
an dan petunjuk kepada semuu Unit Kerja Daerah jyung
melaksanakan perungutan pajok daerah, rebribusi dae
reh dan pendapatan doerah lainnya, serta pesunguton
Pajak Bumi dan Bangunan ;

b. mclakukan kerja sama - dengan Instansi Vertikal dun
Dinas Daerah lainnya.

Pasal 28

Scksi Perencanaan dan Pengendalian Operasicnl
terdiri dari :

a, Sub Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Femung: -
an ¥ |

b, SubSeksi Penggalion dan Peningkatan.
Pasal 29

(1) Sub Seksi Perencanaan éan Pembingan Tolmis Peoun
utan mempunyai tugas menjueun rercana Peplap-loo

Dzerah danm Remeama: Trntenaifikasi pemingutan Foin
natan Daerah; melakukan pemdinaan polnksanaom Taty
kerda serta tata hubtuigron korla serts peubimoan -

&1 parana duan sarana perpaiakan Daerah
F:ﬂtﬁm&. Daepah dan l’mlmtun Lu.t-;:ﬂ 1411:1:-"%. :
(2} Sub 8Seksi Penggalinn dan Peningkatan wonpunami ta
ges penguupulkan dan wengelola data serua  sasbor
Pendaputan Daerah, wo wmskan naskah Ranocoengan Per
aturan Dacrah dan Keputusan Kepala Daerah tontang
Perpajakan don Retribusi Daerah dan FPendupatan Dae

rah lainnye.”
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e

Dagian Kedua
Unit Penyuluhan

Jasal 30

(1) Unit Penyuluban mempunyal tvgus menyusun bahan pe

nyuluhan dan melaksanalar kegiatan penyuluhan infor
masi dan penerangar perpajilkan dan gjt%ui dacrah

pendapatan daereh lairmmya, Pajok Buml dan Bangunan

se nengkoordinesikan keginton nyuluharn di pi
n;s endnpgtnglgaemh 3 . " :

(2) Unit Penyuluhan di *in'pin oleh Kepala Unit setingkat
Kepala Sub Scksi, berada dibawah dan bertan.ggm‘:éksu

wab langsung kepnda Kepala Dinas.

Bogian Ketiga
Cabang Dinaa dan Unit Pelaksana Tekmis

Pasal 31

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Eerjz Ca
“ang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur kem:
¢ian berdasarkan Pedoman Menteri Dalar Negeri.

BAB IV
TATA IZZRJA

Pasal 32

Dalam melaksanckan tugasnyr, Dinas Pendapatan Dae
reh mendapat pembinaan telinie fungsional dari Dinas Pen

dapaten Deeral Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 33

(1) Dalam 1 tupas K 0

(1) mmpkﬁzlgrksiun;ugpfwhuﬂpl%&dirm? ?n %Emﬂ y 8in
kronisasi dan Jwplifikasi, baik dalam lingkungen -
Dinae Pendapatan Daerah maupun Instansi - Instansi
lain diluar Dinae Pendapatar Daerah sesuai dengan =
. bidung tupaenya,
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(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Scksi-secksi dan Unit
Penyuluhan harus menerapkan prinsip-prinsip koordi
nasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesu
ai dengan bidang tugosnyu masing-masing.

Pasal 34

(1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Ke
pala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan bertanggung ja
wab memberikan bimbingan / pembinaan kepada bawahan
nya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas
nya menurut hierarkhis jabatan masing-masing ;

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Para Kepala Scksi, Ke
pala Unit Penyuluhan bertanggung jawab kepada Kepa
la Dinas ;

(3) Para Kepala Urusan/Sub Seksi pada Dinas Pendapatan
Daerah bertanggung jowab kepada Kepala Sub Dagian
Tata Usaha / Kepala Seksi.

DAB V
KETENTUAN LAIN-~LAIN

Pasal 35

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dims Pen
dapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pe
raturan Daerah ini.

Pasal 36 i

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepe
gawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undang
an yang berlaku.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah
ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih
lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.
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DAD VI

KEYENTUAN PENUTUP
Pusal 38

Dengan berlakunya Peraturan Doerah ini setelah men
dapat pengesahan dnri pejant yang berwenang maka Pera
turan Daerah Nomor 2 Tahun 1S8l, tentang Susunan Organi
sasi dan Tata Kerjo Dinas Pondapatan Daerch Kabupaten
Daerah Tingkat II Magelang dinyotakan tidak berlalku

lagi.

Pasal 39

Peraturan Dacrah ini berlaku sejok tanggal diun
dangkan. :
Lgar supaya setiap orang mengetahuinya, wnemerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dolan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Mage

lﬂngc

Kota Mungkid, 6 Agustus 1991

D.P.R.D. DUPATI KEFALA DAERAH TINGKAT II
XABUPATEN DATI II MAGELANG MAGELANG
KETUA
ttad tta
. RAMELAN MOHAMAD SOLIHIN

)

4
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Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Doerah Tingkat I

Jaww Tengoh
Tanggal 2 Desember 1991, Nomor : 128.3/441/1991
. An. SEKRETARIS WILAYAII/DAERAIl TINGKAT I
JAWA TENGAH

Kepala Biro lukun

ttd

SARDJITO, SH.
NIP. 500 034 373.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Nomor 9 Tahun 1991, tanggal 9 Desember 1991
. Serie D 3 Nomor 9

Sekretaris Wilayauh/Daerah
ttd

Drs, TOENADI.

a Pembina Tingkat I
NIP, 500 031 722,
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PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAIl KABUPATE!N DAERAI TINGKAT II MAGELANG

NOMOR 5 TAIUN 1991

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAII
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM. e

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ten
tang Pkok-pokok Pemerintahan-di -Daerah serta Undang-
undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
~daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Te
ngah maka Pemerintah Kabupateh \Daerah Tingkat IT Mage
hmlnng mendapat kekuasoan, tugas dan tanggung jawab da

hal :

1. melaksanakan segala usaha dan kegiatan perungutan
pengumpulan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerzh
yang berupa Pajok Daerah, Retribusi Daerah dan la
ba Perusahaan Daerah, Pendapatan Dinas - dimas dan
pungutan-pungutan lainnya yang menjadi hak danm we
wenang Pemerintah Daerah yang di serahkan Pemerin
tah Pusat untuk dileksanakan oleh Pemerintah Dae
rah ; gis %S

2, membuat perhitungan dan realisasi dan menyiapkan
target penerimaan Pajak Daergh, Retribusi Daerah
dan pungutan - pungutan lainnyn serta welaksanakan
kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan
pungutan tersebut,

Sebagai tindak lanjut dari penyerahan urusan terse
but, maka berdnsarkan Peraturan Daerah Kabupnten Dmerah
Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1981 dibentuklah Susun
an Organisasl dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Ka
bupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dipindai dengan CamScanner



1 22 |

Schubungan dengan adanva penyempurnazn sistin -

an Prosedur Perpejokan, Retribusi Daerah dan Penda
ntan Daerah lainmnyn eerta pemngutan Pajak Dumi
an Bangunan dalam rangka usuha untuk meningkatkan
‘endapatan Asli Daerah, sebgrimang dimaksud dalun
mputusan Menteri Dalam Negeri tanggnl 26 Mei 1988
Bmor 973 = 442 Tahun 198¢ tentong $istim dan Prose
4r Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Dae
xh lainnya serta nemunputan Pajok Bumi dan Bangun
n di 99 Kabupaten/Kotamadyan Daerah Tingkat II dan

Yirat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1861/1988 tang
bl 26 Mei 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja
inas Pendapatan Daewah Tintkat IT di 99 Kabupaten/
‘otamadyn Daerah Tingkat IJ naka Peraturan Daerah
abupaten Daerah Tingkat II Magelang DNomor 2 Tahun
981 untuk scementara tidak diberlakulkan dan sebagal
gntinya adalah Susunan Organisasi dan Tata Kerja
“nas Pendapatan Daerah Kabupaten Daérah Tingkat II
lngelang, berdasarkan Feputusan Bupati Kepala Daerah
“ngkat II Magelang tangeal 1 Juni 1990 Nomor 188.4
/05/Kep/11/1990 tentang Susunan Organisasi dan
".ta Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerzh
fingkat II Magelang. :

Dengan ditetapkannva Keputusan Menteri Dalan
legeri tanggal 15 Mei 1989 Howor 23 Tahun 1989 ten
-ang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penda
ratan Daerah Tingkat II, maka sesuail dengan petun
-1k Cubermur Kepala Daerch Tingkaet I.Jawa Tengah de
nzan suratnya tanggel 19 Jund 1989 Nomor 061.1/
2,155 perlu menyempurnnkan Susunan Organisasi dan
Teta Keriu Dinas Pendapatan Daarah Kabupaten Daerah
Tingkat I Magelang sesuai denpan Pedoman yung dite
‘apkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
:959 terﬂﬂh.ltu '

PINJELASAN PASAL DEMI PASAL 3

Pesal 1 sampal dengan Pasal 16 ; Cukup jelas.
Pgsal 17 ayat (1) : Cukup jelas.
Pusal 17 ayat (2) s Cukup jolas,

D
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Pasal 17 ayat (3) : Pembayuran Pajak / Retribusi dapat
dilakeanckan sceara angsuran selama
batas waktu pembayaran Pajak/Retri
busi belum berakhir moka media se
toran yang diperpunakan adalah su
ral setoran dengan mencantumkan se

cara lengkap ¢ Nama, Alamat, NPWFD
berilkut nomor kohirmya.

Apabila pembayaran secera angsuran
tersebut terjadi setelah berckhir
nya batas waktu maka WP / WR wzjib

mengajukan surat permchonan angsur
an.

Surat permochonan ini dapat dikabul
kan atau ditolak.

Dengan dikabulkannya surat permchon
an ini maka masih harus dibuat su
rat Perjanjian angsuran yang dilege
lisasikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18 ayat (1) : Yang dimoksud dengan benda berharga
adalah karcis - karcis,

Pasal 19 sampai : Cukup .jelas.
dengan Pasal 31.

Pasal 32 : Dalam pelaksanagn Pemungutan dapat
di bentuk Cabang Dinas dan Unit Pe
loksana Teknis Dinas (UPTD), namun

dengan memperhitungkan faktor - fuk
tor 3

« Jumlah Personil,
- Luas Wilayah,
« Jumlah WP / WR.
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'rit Pelaksana Teknis Dinar Berkodudukan gebagai unsur
ialaksana Kegiatan Dinae di Nddang Pemungutan Retribu
i{ Daerah, dipimpin oleh seorans Kepala Unit Pelaksana
“eemis Dinas yung berada di bawah dan bertanggung jas

wb langsung kepada Kepala Jinas.
Unik melaksanakan tugas Unit Peloksann Teknis Dinas
permunyni fungsi sebagal berilut @

¢. mlakukan pelaksanaan koordinasi pemungutan Retribu ’
s: Daerah di Lokasi/lapangun berdasarkan inestruksi

Ketala Donas Pendapatan Daerah j

b. me_slakan pelaksunnan ketertiban dan keamanan dilo
kas: pemungutan Retribusi MNaerah ;

¢c. melarukan pelaksanaan kebersihan ¢i lokasi/lapangan
pemunguten Retribusi Daerah.

Ul
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